
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2OI7

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROYINSI BENGKULU KEPADA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

a. bahwa guna mewujudkan dan meningkatkan pelayanan
publik v.rrg prima, cepat, transparan dan akuntabel di
tia"rrg p"*iiut d,6r non penzi..an di Provinsi Berrglulu
yang terintegrasi d"l"ot egouernment d"11* rangka
untuk m"ndorong perfumbuhan ekonomi di Provinsi
Bengkulu dan meningkatkan daya saing daerah melalui
pelimpahan sebagian Kewenangan Penandatanganan
perjlzineurr dadrt Non Pertzinan yang menjadi kewenangan

. Pemerintah Provinsi Bengkulu dari Gubernur Bengkulu
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perhr menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian sebaglan Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non Penzinart
Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas
Penanarnan Modal dan Pelayanan ?erpadu Satu Pintu
Provinsi Bengkulu;

: t- undang-undang Nornor 9 Tahrrn L967 tentang
, Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor L9 Tahun 1967, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo7 tentang
Penanaman tvto-dal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7. Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a72al;

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

itlo*o, 82, famUatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
pemerintahan Daerah (Ixmbaran Negara Repnblik
Indonesia Tahun za1.4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana

telih diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi pJmerintahan (6mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya undang-undang Nomor 9 Tahun L967 dart
pelaksanaan pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
igOS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 285a\
peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AL6 Nomor L L4, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

peraturan Fresiden Nomor 97 Tahun 2al4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2aa6
tentang Pedornan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peratur:an Menteri Dalam Negeri Nomor 2o Tahun 2oo8
tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20361;

13. Peraturan Da.erah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah provinsi Bengkulu (Lerrrbaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2A16 Nomor 8);

4.

5.

6.

7.

10.

8.

o

11.

12.

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


Menetapkan :

L4.PeraturanGubernurBengkuluNomor35Tahun2aI-6
tentangP.,,".*p*EtectronicGouemmentPada
Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Frovinsi

Bengkulu Tahun 2AL6 Nomor 35);

15. Peraturan Gubernur Beng!<ulu Nomor 48 Tahun 2oa16

tentangKedudukansusunanorganisasiTugasdan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
p"Ul"o"r, Terpadu Satil Pintu Provinsi Beng1<ulu (Berita

Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2OL6 Nomor a8 );

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN

SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

DAN ATO]Y PERIANAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

KEPADAKEPALADINASPENANAMANMODALDAN
PEI.,AYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINST BENGKULU"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

L. Daerah adalah Provinsi Bengkulu'

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu'

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan

Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

4. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas- Pglanaman Modal

dan relayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Bengkulu.

5. Perangkat Daeratr adalah unsur pernbantu Grrbernur dalam
p*rry"L*ggaraan Urusan Pemerintehan yang menjadi
kewenangan daerah Provinsi.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu
pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Frovinsi
Bengkuiu "aa"n 

unsu.r perangkat daerah Provinsi
een[kdu yang mempunyai kewenangan dalam urusan
bidans Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu
pintu.

7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan
lainnya yang merupakan bukti legalitas menya'takan sah

atau 
- 

diperbolehkan seseorang atau badan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu'

8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atam

pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin
maupun tanda daftar usaha sesuai dengan ketentuan
peraturan penlndang-undangan yang berlaku'
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g. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada ses€orang

atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk

rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi maupun

surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan p"*id.ttg-undangan yang berlaku'

10. Perizinan Dan Non Perizinan Khusus adalah benhrk
- - 

penzinan dan non perizinan yang dilayani dalam waktu

singkat, cepat dan transparan sampai dengan terbitnya izin

dan Non izin-

ll.Pemohon Perizinan dan NonPenzrnan adalah masyarakat

umumbaikwargaNegaralndonesiaatauwargaNegara
asing, badan u*,t,a yans berdomisili di Indonesia yang

*"rr"Jairrku' permohonan perizinan dan rwn perizinarr.

12. pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan hak dari

GubernurBengkulukepadaKepalaDjnasPenanaman
Modal dan r"iry*rr.r, terpadu satu Pintu (DPMPTSP)

Provinsi Bengkuiu untuk menandatangani Periainan dan

nonperizinanyangmenjadikewenanganPernerintah
provinsi Bengkulu iesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku'

l3.Penyederhanaan pelayanan adalah upalra perrytnqtr.atan

tertiadap waktu, pt"*"e.rt dan biaya pemberian perizinan

dan non Perizinan-
14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan

perryelengg*a*tt perizinan daurr non perizinan yang proses

b*t gfof""orrya mulai dari tahap pgnrlohonan sampai ke

[rfri'p terbitdya dolmmen yang dilakukan secara terpadu
dalam satu Pintu.

15. Pelayanan secara Elektronik, Ymg selanjutnya disingkat
PSE- adalah pelayanan Perizinan dan ffon perizinan yang

diberikan *ecara elektronik yang terintegrasi arttata
Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan JVon

perizinan dengan pemerintah daerah'

16. Sistem Informasi Pelayanan Petinnan Untuk Publik, yalrg

selanjutnya disingkat SIMPATIK/ SIPANSE adalah sistem
pelayanan perizinan yang digunakan .."t r! mengolah data
'p"riir"n sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya
perizinan.

17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara

Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah
sistem pelayanan perizinan yang terintegfasi antara
pemerintah Vurtg memiliki kewenangan perizinan dengan
Pemerintah Daerah Provinsi.

18. Tenaga Keda Asing on line yang selanjutnya disingkat TKe
on line aaaiafr sisiem pelayanan perizinan yar.g digunakan
untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran
satrrpai diterbitkannya perizinan untuk urusan
ketenagakerjaan.
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19. Angka Pengenal Impor yang selanjutnya disingkat API

adalahsistempelayananp"ti'it'*t'yangdigunakanuntuk
*""golah data p.ririrtrtt 

-sejak awal pendaftaran sampai

diterbitkan ry^ pin inan untuk urusan Perdagangan'

20. Sistem Informasi lzt]r- Kepala Daerahyang selanjutnya_-disingkatsrruxepeadalahsistempelayananperizinan

V"rr*"aig*rtakan untuk mengolah data peri,,nan sejak awal

p"raun*u" sampai diterbitkannya perizinan untuk uru$an

Kelautan dan Perikanan'

21. Pelayanan offinel manual adalah pelayanan yang diberikan

kepada p.rrioto* perizinan dan nr,fL perizinan dalam

Uentut jiringan intemat atarr manual'

22.Tim Pernbina adalah kelompok terjl yang tqr$iri dari

Kepala ferangkat Daerah yang terkait d:"g.T Periainan dan

Jvorz perizinri Ungf"op Pemerintah Provinsi Bengkulu.

23. Tim Teknis adatah kelompok kerja yang terdiri dari tenaga

teknis y"rrg b"rasal d;ri unsrlr-Llnsur satnafl keria

p"t rrgl"t dierah terkait yang mempunyai kompeten*i 931
kemampuan sesuai denlan bidangnya memiliki
kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam

rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau

ditolaknya suatu permohonan perizinut, gun noru petwinarr

kepada 
- 
Kepala irerangkat Daerah terkait dan Kepala

DPI\{PfSP Provinsi Bengkulu'

24. Pembi,naan Teknis adalah kegiatan pengembangan sy-stey,

pengembangan sumberdaya manusia dan jaringan ke11a,

|r"tiU"ti"t 
-Ui*Uit g*rr, pendidikan dan pelatihan' dan

fasilitasi p"ny"1ui.i.t, 
- masalahl hambatan dan

rekomendasi 
-dan/atau pertimbangan teknis atas

penyelenggaraan pelayanan penzrnan dart non perianan'

25" Pembinaan Administrasi adalah kegiatan t2rtz. usaha,

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
p"ttgotg*isasian atas penyetrenggaraan pelayanan
penzlnan dan non Penztnan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan unttrk
p*rrrria.t rrgan; perlzinan dan non perizinan kepada Kepala

DPMPTSP rneliPuti:

a. pendelegasian kewenangan;
b, penandatanganan perraflafl dan non periarran,

c. layanan perizinan dan non tr;r*rizinairt1'

d. jenis perizinan dan non perizinan; dan

e. pembinaan, pengawasan dan pegendalian'

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


(U

a't

BAB III

PEND ELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Gubernur Bengkulu mendelegasikan sebagian kewenangan

,rt"t perrand-atangallarr perArr'a* dan raan perizitran

kd;d"'Xepala pptviptsp, S"ttgot jenis-jenis perizinan dan

nin p.ririr* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

i; merupakan Uigian yang ridak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Kewenangan perizinan dan rlora perizinan yang

didelegaJkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas'

selanjitnya menjadi tanggungiawab Kepala DPMPTSP'

BAB IV

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Penandatangan Naskah Perizinan :

{1} Kepala DPMPTSP menandatangani setiap naskah perizrnarr
'-' ydg telah didelegasikan pinandatanganannya sesuai

aeng"n ketentuan perundang-undangan'

(2) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan sementara karena
' ' kipentingan lainnya, penang?ta1q"ryt perizinan

dilakukan oleh pejabat y"rrg-aitunjuk oleh Gubernur sesuai

dengan ketentuan perundangundangan'

(3) Apabila Kepala DPMPTSP berhalanSan sementara karena
penugasan, penandatanganan perizintt,dilakukan oleh

pejab-at yang aitorrjrrt oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan.
(4) Kepala DPMPTSP dapat melimpahkan kewenangan
' ' peirandatanganan perizinan dan rtort perizinan khrrsus

tepada SefJetari* *t*,, Kepala Bidang yang membidangi
perizinan I non Perizinan.

(5) Kepala DPMPTSP mendatangali naskah perizinan setelah
' ' diparaf oleh Kepala seksi dan Kepala Bidang yang

mimbidangr perizinan/ non perizrnan atau Pejabat yang

ditunjuk, yupg diternpatkan di sebelah kanan nalna jabatan

Kepala DPMPTSP-

(6) Tata cara penandatanganan dan jenis-jenis perizinan dan
lwn perizinan khusus sebagaimana dimaksud ayat (u
sehnjutnya diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.

Pasal 5

(1) Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan, 
non p"i,,',an sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1)

di atas, selain penandatanganan iuga termasuk
kewenangan penerbitan, pembekuan, pencabutan dan/atau
pembatalan.
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(1)

tzl

(2) Kewenangan penandatangan, penelbitan,- pembekuxt danl
' ' atau p""Ibrrt"rrl pembat fat perizinan darr rwrt perizinan

dilaksanakan 
' 6erdasarkan rekomendasi dan/atau

pertimbangan teknis dinas atau badan atau Perangkat

baerah teknis terkait yang membidangi perizinan yang

bersanglnrtan.

BAB V

LAYANAN PERIZINAN DAN ]VO/Y PERIZINAN

Pasal 6

Bentuk Pelayanan di DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah

Model pelayanan satu pintu dengan pola pelayanan terpadu

U*gi p*r"rrlkat Daerah terkait perizinan daJfl.. non perizinan

Unlkup Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu'

pelayanan perizinan dadrt nonpettzinan, terdiri dad ;

a. Pelayanan Onlinq, darr
b. Pelayanan Afflinel Manual-

Pasal 7

(1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan
perizinan tefoadu sattr pinfil, dibentuk Tim Teknis.

(2) pembentukan Tim Teknis sebagaimana- dimaksud pada

ayat {1} ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'

(3) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21'
' ' terdiri d.ari unsur Perangkat Daerah terkait, meliputi :

a. pejabat struktr.Iral lingkup bidang tugas terkait danl
atau

b. pejabat fungsional umurn dan Fungsional Tertentu yang
memiliki liompetensi dan/atau kemampuan sesuai

bidangnya.

Pasal 8

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1}

memiliki tugas memberikan saran pertim@1gan dalam
rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau
ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala
DPMPTSP.

T\rgas Tim Teknis yang dilaksanakan oleh Personil
perlngkat Daerah merupakan salah satu tugas pokok
personil yang bersangkutan.
b*** *"t!"t"t ggrrakuo tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {L}, Tim Teknis mempurryai fungsi:

a. pembahasan dan/atau pemeriksaanl kqiian lapangan;
b. penyusunan kajian teknis;
c. i"ldt "rt 

tu, konsultansi dan pelaporan kepada
ierangkat Daerah mengenai pertimbangan teknis dan
analisis kajian sesrrai bidangnya;

d. penerbitan- dokumen $aran/pertimban8an teknis; dan
e. perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai

analisa perhitungan.

(u

(21

(3)
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Pasal 9

Tim Teknis bertanggung jawab kepada:

a. Kepada DPMPTSP, terkait dengan administrasi perizinan,

substansi teknis PetrzinLan; dan

b. Kepa]e Perareglat Daera-h, terkait dengart srrbstansi saran

pefombangan / rekomendasi teknis perizinan'

BAB VI

JENIS PERIZINAN DAN J\TO]V PERIZINAN

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan perizinan menggunakan PSE'

(2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (U mencakup
aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan

iriformasi yang dipeilukan dalam pelayanan penzrnan.

(3) Aplikasi PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), terdiri atas:
A. SIMPATIK/SIPANSE;
b. SPIPISE;
c. TKA on line;
d. API;
e. SIMKADA; dan
f. Aplikasi lain sesr.lai dengan kebutuhan'

(a) pemohon perizinan dan non petizinan yalg mengajukan
permohonan secara manual tetap diberikan pelayanan

secara offline I manual.

Pasal 1L

Rincian pembagian urus€tn perizinan dan nan perizinan

DPMP|SP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan

mempakan bagtan yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALAN
Pasal 12

(1) Pembinaan Teknis penyelenggafaan peridrnan dan non
perizinan dilakuka[ oleh Gubernur Bengkulu melalui
Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan'

(2) Pembinaan Administrasi penyelenggaraan perizinan dan

non perizinan ditakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan
asas d.an prinsip perryelenggaraan pelayanan perizinan
darr nonPeriainan.

(3) Dalam *"t t *"rrakan pembinaan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2), Gubernur membentuk Tim Pembina

Vullg'aitetuai- oleh Sekretaris Daerah Frovinsi Bengkulu

"t*rl 
pejabat lain yang ditunjuk Gubernur dan ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur.
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(1)

(21

Pasal 13

Pengawasan meliputi upaya atau kegiatan yang
oitakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya
penyimpangan terhadap penyelenggaraan perinnarrr dan
noi peridnan serta pelaksanaan keputusan petizrnan.

Pengawasan atas proses penyelenggaraan -pelayanan
perizina* dan non perizinan dilaksanakan oleh aparat

i"ng**r.s internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi
dan kewenangannya.
pengawasan umum terhadap proses peayelenggaraaJl
pehlanan perizinan dan nan perizinan dilakukan oleh
atasan langsung secara berjenjang.

Pengawasan fungsional terhadap proses penyelen #araal t
pelayanan perizinan terpadu dilalmkan oleh Inspektorat
Provinsi Bengkulu, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan perizinan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan secara

terintegrasi dan terkoordinasi.

Pasal 14

DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah Frovinsi terkait
melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan
pennnanyang telah diterbitkan, penyelenggara dan pemegang
perizinan 

- 
metalui kegiatan pembinaan, pemantauan, dan

pengawa$an.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan
yang mengatur Perizinan dan Nan Periainan yang tgl*
ht iUltt "t, dinyatatan rnasih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai bedaku:

a, peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tahun 2OL2

tentang Pendelegasian Sebagian Keurenangan
Penandatanganan Periainan dan Non Perizinan Pemerintah
provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu fBerita Daera]r
Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol2 Nomor 7);

(3)

(4)

(s)
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b. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2413
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7

Tahun 2ot2 tentang Pendeiegasian sebagian Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah
provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perizirrarr Terpadu Provinsi Bengkuhr (Berita Daerakr
Provinsi Bengkulu Tahun Z?rc Nomor 2);

c. peraturan Gulrernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 241"3

tentalg Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor
Q7 Tahun 2at2 tentang Pendelegasian sebagian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non
Penzxnan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu
(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2al3 Nomor
18);dan

d" Peratrrral Guberour Bengkulu Nomor 22 Tahun 2414
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor
7 Tahun 2A12 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan
Penandatan gafiarr ?eilz;irrart dan Non Pertzinan Pemerintah
Prcvinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulrr {Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol4 Nomor 22).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mutrai berlaku
diundangkan.

pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuirtya, memerintahkan
pengundangan Peratural Gubernur ini dengan peaempata-nnya
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

IffiJffifr';#ffi#''
ttd.

H. RIDUfAN MUKTI

Diundangkan di Bengkutru
padatangga-l ? Wrr,,.ur .tgtt

Plt" SEKRETARIS DAERAH PRO\IINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN FEMBANGUNAN

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinYa
PIt.KEPALA BIRO HUKUM

{ KEPALA BAGIAN DOKUMENTASIt DiN FsnrvuruHAN HUKUM, f, .. :'

,"ah';feihbina
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LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 1tq'rt""r AotT
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN JVOJ\T PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PEI.AYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN ]YO]V PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI

BENGKULU YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

NO BIDANG DAN JENIS PERIZINAN
KODE

PERIzINAN KET

1. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan o1

Jenis Izin 011

1. lzn Lingl*tngan;
2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
3. Izin Pengelotaan Limbah;
4. Izin Pemanfaatan KaYu (IPKI;
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

(IUPHHBK);
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
7. Izin Pemungutan Hasil Bukan Kayu (IPHHBK);
8. lzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

TIUIPHHK) Kapasitas Produksi OMe sampai dengan
Kurang dari 6.OOOM3;

9. Izin Penyerapan/ Penyimpanan Karbon;
LO. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
11. Izin Usaha Pemanfaatan Air ( IUPA );

011010
o11020

011030
011040
o11050
o11060
o11070

011080
011090
011100
011110

Jenis Non Izin o12

Rekomendasi lzrn Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHKPHA);
Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih/Bibit
Tanaman Hutan Terdaftar;

L2.

13.

ot2t?a

012130

2. Sektor Perhubungan 02

Jenis Izin a2l

14. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
15. Izin Usaha Jasa Pengurusan Depo Peti Kemas;
L6. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
17. Izin Usaha Pelayaran RalqYat;
18. lnn Usaha Perusahaan Penyewaan Perlatan

Angkutan Laut;
19. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Ralrya$
2A. Izin Trayek AKDP Perpanjangan (SK/KP);
21. Izin Trayek AKDP Kartu Pengawasan (KP);

22. lztr, Trayek Taksi yang Melintasi Wilayah
Kabupaten/Kota;

23. Inn Trayek AKDP (Permohonan untuk
Mendapatkan Izin|;

021140
021 150
021160
o27170
021180

021190
02r2ao
a2L2rA
02L220

ol2L230
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24 -zin trayek Angkutan Antar Jemput Antar Kota
Dalam Provinsi (AJDP);
lzrn Trayek AKDP Perubahan;
Izin Usaha Angkutan I"aut yang Beroperasi Lintas
Kabupaten/Kotadalam 1 ( Satu ) Provinsi;
Izin Usaha TallY Mandiri;
lnn Pekedaan Pengelolaan TUKS di dalam

DLI{rl DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional;
I:zrn Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan
Pelabuhan PengurnPan Regional;
lzin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan
Pengumpan Regional;
lzin Pengoperasian Petabuhan Selama 24 Jam
Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
lzrn Usaha Badan Usaha di Pelabuhan
Pengumpan Regional;
Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional;
Izin Pembangunan Pelabuhan Regional;

25
26

28

30

31

27

32

33

a2t240

a2t25A
a21260

a2L274
021280

a2t290

021300

021310

021320

021330
021340

3. Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan o3

Jenis Izin 03t

Izin Pengeluaran dan/atau
Hewan/Bibit TernaklTernak Antar
Pulau;
lzin Pengeluaran dan /atau
Froduk/Bahan Asal Hewan Antar
Pulau;

35.

37. Izin Peredaran Obat Hewan, Vaksin dan Bahan
Diagnotis Untuk Hewan;

Pemasukan
Provinsi dan

Pemasukan
Provinsi dan

0313sO

031360

031370

4. Sektor Kelautan dan Perikanan o4

Jenis Izin 041

38. Izin Budidaya Ikan Air Tawar;
39. IzinBudidayalkan Air PaYau;
40. Izin Budi daya Ikan Air Laut;
4L. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Untuk Kapal

Ukuran 5-3O GT (Gross Tonage);
42. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIH) Untuk Kapal

Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);
43. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKP! Untuk

Kapal Ukuran 5-3O GT (Gross Tonage);

04 1 380
041390
04 1400
041410

a41420

04 1430

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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5. Sektor Perindustrian dan Perdagangan o5

Jenis Izin 051

44.
45.

48.

49.

50.

Izin Peredaran Bahan BerbahaYa;
Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
lzin Usaha Indrrstri Tanpa Persetqiuan Prinsip;
Izin Perluasan Usaha Industri Melalui
Persetujuan Prinsip;
Izin PerluasErrr Usaha Industri Tanpa Melalui
Persetujuan Prinsip;
Izin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi
Pabrik;
Surat Izin Perdagangan Minuman Berakohol
(SIUP-MB) BaSr Toko Bebas Bea (TBB);

+6.
47.

051440
051450
051460
051470

05 1480

051490

051500

Jenis Non Izin o52

5s

52

Surat Rekomendasi SIUP BahanBerbahaya (82)
bagi Pengecer Terdaftar (PT-E}2);
Surat Rekomendasi SIUP Minuman berAlkohol;
Angka Pengenal ImPor Umum (API-U);
Angka Pengenal Impr Produsen (API-P);
Persetujuan Prinsip;

51

54

052510

052520
o52530
052540
o52550

6. Sektor Koperasi o6

Jenis Izin 061

59

56
57

58

Izin Akta Pendirian Badan Koperasi;
lnn Dukungan (Rekomendasi) Untuk Usulan
KSPIUSP calon Penerima dan Bergulir Dari
Kementerian Negara dan UKM RI;
Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi
Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah
Kabr,rpaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan
Pidarn Untuk Koperasi Dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1

(Satu) Daerah Provinsi;

06 1 560
061570

06 1 580

06 1590

Jenis Non Izin 452

60. Surat Dukungan (Rekomendasi) Untuk
Mendapatkan Dan Perkuatan Pada Koperasi Dari
Kementerian Negara Dan UKM RI;

o62600

7. Sektor Sosial 07

Jenis Izin 471

61. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
62. Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan

Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang
Tua Tunggal;

071610
a7 1620

Jenis Non Izin 072

63. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
64. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang:

072630
072640

tP
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8. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik o8

Jenis Non Izin o82

65. Rekomendasi Izin Penelitian; 082650

9. Sekior Tenaga Kerja dan Transmigrasi a9

Jenis Izin 091

66. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksanaan
Penempatan Tenaga Keda Indonesia Swasta
(PPTKIS);
Izin Perpanj arrgan Kantor CabangPelaksanaan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
pPTKIS);
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA);
Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh;
Izin Pesawat U"p;

67

68.

69

70.

191660

191,670

191680

19 1690

L9r7AA

Jenis Non Izin 192

it. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

72. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPR;
73. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama { PPKB};
7 4 - PencatatanPerjanjianKerjaWaktuTeteotu (PI{WT) ;

75. Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan;
76. Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan

Produksi;
77. Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan

Angkut;
78. Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Alarm

Kebakaran Automatik;
79. Pengesahan Penggunaan Intalasi Proteksi

Kebakaran Hydrant;
80. Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan

dan Pengqiian K3 Instalasi Listrik di Tempat
Kerja;

81. Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan
dan Pengujian K3 Pengawasan Instalasi Penyalur
Petir;

82. Surat Keterangan Laporan Hasil Pemeriksaan dan
Pengujian Syarat-syarat Keselamatan Dan
I(esehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang
Dan Barang;

83. Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang
Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan
Kerja;

84. Pengujian Lingkungan Kerja;
85. Pemeriksaan Kesehatan Kerja;
86. Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang ke Luar

Negeri;
a7. Rekomendasi Perizraan Pendirian Lembaga

Penyuluhandan Bimbingan Jabatan;

t927LO

t92720
192734
L92740
192750
L9276U-

192770

L92784

192794

192804

192810

192820

192830

192840
192850
$28;6A

L92870

I
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10. Sektor Kesehatan 10

Jenis Izin 101

88.

92.
Khusus Kelas B;

93. lnrt Perpanjangan Operasional Rurnah Sakit
Umum Kelas B;

94. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional TUKOT);
95. Izin Usaha Kecil Obat Tradisionaf (UKOT) Untuk

Perubahan Alamatl Pindah Lokasi;
96. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk

Perubahan Nama Usaha Atau Penanggung Jawab;
97 . lzin Cabang Penyalur AIat Kesehatan;
98. Iz;ur:l Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk

Peruhahan Badan Hukum Penyalur Alat
Kesehatan;

Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas B;
Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas B;
lzin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;
Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;
I:.er- Perpanjangan Operasional Rumah Sakit

89.
90.
91.

99. lzrr, Cabang PenYalur Alat
Perubatran PimPinan;

lOO.Izin Cabang PenYalur Alat

Kesehatan Untuk

Kesehatan Untuk
Perubahan Penanggung Jawab Teknis;

l}L.Izin Cabang Penyalur AIat Kesehatan Unfuk
Perubahan Alamat Kantor, Gudang,
Bengkel;

Dan/Atau

tA2.lnn Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk
Perluasan Kelompok Produk Alat Kesehatan;

l03.Izin Khusus Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Cabang Sebagai Distributor Narkotika;

10 1880
101890
L01900
101910
101920

101930

10 1940
101950

101960

101970
101980

101990

101100

101101

101102

101103

Jenis Non lzin to2

104. Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas AlUtama
yang Setara (lzrn Mendirikan Dan lzrln
Operasional);

105. Rekomendasi Inn Rumah Sakit Kelas B
Pendidikan;

106. Rekomendasi Izin Industri Farmasi;
107. Rekomendasi lztn Industri Farmasi Untuk

Perubahan Alamat Dan Findah Lokasi;
108. Rekomendasi lzirr Industri Farmasi Untuk

Perubahan Penanggung Jawab, Atau Nama
Industri;

1O9. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT);

llo"Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT)

Untuk Perubahan Atamat/Pindah l,oka-si;
1 1 1. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisionat {IOT)

Untuk Perubahan Nama Industri Atau
Penanggung Jawab;

112. Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam
(IEBA);

11"3. Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alarn
(IEBA) Untuk Perubahan Alamatl Pindah Lokasi;

L 14. Rekomendasi lzin Industri Ekstrak Bahan Alam
(IEBA) Untuk Perubahan Nama Industri Atau
Penanssuns Jawab;

ta2Lo4

102 105

L02t06
t02107

102108

102109
102I" 10

102111

LO2tL2

102 1 13

LAzLr4
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I

115. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan
A;

116. Rekomendasi lzrn Ptoduksi Kosmetika Golongan
B;

117. Rekomendasi littt Produksi Kosmetika Untuk
Perubahan Golongan, Penarnbahan Bentuk, Dan
Jenis Sediaan;

118. Rekomendasi lnr, Produksi Kosmetika Untuk
Pindah Alamat/Pindah Lokasi;

L 19. Rekomendasi lian Produksi K<rsmetika Untuk
Perubahan Nama Direktur/ Pengurus;

12O. Rekomendasi lzrr. Produksi Kosmetika Untuk
Perubahan Penanggung Jawab;

121. Rekomendasi lzttl. Produksi Kosmetika Untuk
Perubahan Alamat Dilokasi Yang Sama;

122. Rekomendasi lzin Produksi Kosmetika Untuk
Perubahan Nama Industri;

123. Rekomendasi lzrn Edar Alat Kesehatan Dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PI{RQ;

124. Rekomendasi Perpanjangan lzlra Edar Alat
Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKR$;

125. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
pKRr);

126. Rekomendasi Serti{ikat Produksi Alat Kesehatan
Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Untuk Perubahan Badan Usaha;
127. Rekomendasi Sertifikat Produksi AIat Kesehatan

Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga {PKRT)
Untuk Perubahan Nama Dan Alamat Perusahaan;

1"28. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Untuk Perubahan Penanggung Jawab Tel<nis;

129. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Untuk Perubahan Pemilik/Pimpinan Perusahaan;
13O. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan

Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Untuk Pembahan Klasifikasi;
l3l.Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Produksi

Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT);

1.32. Rekomendasi Izin Peayalur Alat Kesehatan (IPAK);

133. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)

Untuk Perubahan Badan Hukum Perusahaan:
134. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAKI

Untuk Perubahan Pimpinan;
135. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)

Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;
136. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan TIPAK)

Untuk Perubahan Alamat Kantor, Gudang,
Dan/Atau Bengkel;

137. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)
Unttrk Perhrasan Kelompok Produk Alat
Kesehatan;

138. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);

102115

7A2L76

tozLt7

102118

102119

t02L20

102121

to2L22

102123

LOzL24

L02L25

LOzt26

rczt27

to2L28

LOzL29

102130

102131

102L32
102 133

t02L34

102135

102 136

tozL37

102138

I
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tSg. Penutupan/ Pencabutan Izin Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT);

140. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri
Farmasi;

141. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri obat
Tradisional [OT);

142. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri
Ekstrak Bahan Alam (IEBA);

143. Rekomendasi Persetujuan Pergantian
Direktur/Ketua Pedagang Besar Farmasi (PBF);

l44.Rekomendasi Persetujuan Pergantian Apoteker
Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi

{PBF};
145. Rekomendasi Persetujuan Penambahan

Pedagang Besar Farmasi {PBF};
146.Rekomendasi Persetqiuan Perubahan

Pedagang Besar Farmasi (PBF);
l4T.Rekornendasi Penuftrpan/Pencabutan

Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
l4S.Rekomendasi Penutupan/Pencabutan

Pedagang Besar Farmasi (PBF);
l49.Penutupan/Pencabutan lz:lt1, Cabang Penyaltrr

Alat Kesehatan;
15O. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Cabang;
l5l.Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker

Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi
(PBF);

152. Persetduan Pergantian DirekturlKetua Pedagang
Besar Farmasi (PBF) Cabang;

153. Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung
Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;

l54.Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker
Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF)
Cabang;

155. Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang
Besar Farmasi (PBF) Cabang;

156. Persetujuan Perubahan Gudang Pedagang Besar
Farmasi {PBF) Cabang;

157. Persetujuan Penyaluran Obat Dan/Atau Bahan
Obat Pedagang Besar Farmasi {PBF} Cabang Di
Wilayah Provinsi Terdekat;

158. Penutupan/Pencabutan lzin Pedagang Besar
Farmasi pBF.) Cabang;

Gudang

Gudang

Iz;.r.

lnrr

102139

102140

LA2l4t

LOzl42

LO2L43

to2L44

102145

t02l46

LAzl47

L02l48

LO2L49

102 150

102ls1

ta2t52

102153

102154

102155

102156

102157

102158

11. Sektor Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu 11

Jenis Izin 111

159. IzinPrinsip;
l6}.tnn Usaha/ Izin Usaha Perluasan;
1"6t.Inn Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);

1L1159
111160
1_11161_
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12. @Sumber Daya Mineral Provinsi
Bengkulu

t2

Jenis Izin L2t

ffirtambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha
Pertambangan Batubtra) ;

163.Izin Usalra Pertambangan (IUPI operasi Froduksi
(Usaha Pertambangan Batu Bara);

t64.izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
(Usaha Pertambangan Mineral Logam);

f O5. izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
(Usaha Pertambangan Mineral Logam);

l66.inn Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
(Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan
Batuan);

167.btn Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
(Usaha Pertarnbangan Mineral Non l,ogam dan
Batuan);

168.Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus
Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara
(Usaha Pertambangan Produksi Khusus);

L6g.lzar' Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus
Penganglartan Dan Penjualan Mineral dan
Batubara (Usaha Pertambangan Produksi
Khusus);

t7}.lzrn Pertambangan Ralqyat (IPR)

Pertambangan Logam dan Batubara;
L7l.lzrn Pertambangan Ralqyat (IPR)

Pertarrrbangan Non Logarn dan Batuan;
t7Z.lzin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
173. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
l74.lzin Operasi (2OO Iil/A Ke Atas) Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
L7lc.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ( Untuk

Kepentingan Umum )

176. Surat Keterangan Terdaftar (25 '2OA IffA) Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Sendiri;

L77.lzrn Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
t T 8. Izrn Usaha Pengusahaanl Pemakaian Air Tanah;
L79.lnn Pengeboran/ Penggalian Air Tanah;
180.Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Untuk

Untuk

L2LL62

tzlL63

t2tL64

L2lL6s

121166

t2LL67

12 1 168

L2LL69

t2tL70

t2ll7l
12t172
LzLL73
r2tt74

L2tL75

121176

LzLL77
tzt178
12r179
12 1 180

1.3. $ektor Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 1"3

Jenis Izin 131

181. Izin atas Penyediaan Peruntukan, Penggunaan
dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Sungai
Kewenangan Provinsi;

t1?,.lzin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubalean
dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/ atau
Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan
Sekunder dalam daerah Irigasi lintas
Kabupaten/Kota. dan daerah irigasi kewenangan
Provinsi;

183.Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA)

Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan
Provinsi;

131181

131182

131183

rW
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t$4.lnn Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan
Air {SIPPA} Permukaan pada Wilayah Sungai
Kewenangan Provinsi;

185.Izin Sewa Pakai Tanah (ISPT);
186.Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi

(ISPTPP) Bantaran Sungai;
L87.1z,1fi Galian Kabel Optik yang terkena jalan

Provinsi dan Jalan Nasional;
188. Izin Galian Pipa PDAM yang terkena jalan Provinsi

dan Jalan Nasional;
l89.lzir. Penyelenggaraan. dan Pengelolaan

persampahan lintas Kab. / Kota daerah
persarnpahan kewenangan Provinsi;

l,9A.lzrn Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan
Lingkungan siap Bangun (Lisiba) lintas
Kabupaten Kota Daerah atau kewenangan
Provinsi.

131184

131185
131186

131187

13 1 188

131189

13 1 L90

L4. Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 14

Jenis Izin L4l

191. Izin Usaha Perkebunan $UPIIUP-B/IUPP) Untuk
Perusahaan Yang Berada di Untas Wilayah;

1411.91

Jenis Non Izin t42

L92. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan
Pembangunan Perkebunan Frovinsi Dari
Gubernur Untuk IUP/ruP-B/IUP-P yang
diterbitkan Oleh Bupati;

193. Perseh{uan Gubernur Peruba}ran Luas Lahan
Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas
Wilayah;

194. Persetqiuan Gubernur Perubahan Jerris Tanaman
Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas
Wilayah;

l-95. Persetujuan Gubernur Penambahan Kapasitas
Industri Pengolahan Hasil Untuk Perusahaan
Yang Berada di Lintas Wilayah;

196. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan
Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam
1 {satu} Daerah Provinsi;

t42192

142793

r+2t9+

142195

L42196

15" Sektor Pemuda dan Olahraga 15

Jenis Izin 151

197.1^n Pemakaian Lapangan Futsal Sport Center
Pantai Panjang;

Lg9.lzart Pernakaian Lapangan Basket Sport Center
Pantai Panjang;

\99.1nn Pemakaian Lapangan Volly Sport Center
Pantai Panjang;

2AA.bin Pemakaian Plara,Terbuka Sport Center Pantai
Panjang;

2Al. I.ain Kontrak Auning Sebanyak 6 Buah;
2O2. Sewa Lahan dan Panggung Hiburan (Proses

Perda);
2A3.Izrn Pemakaian Stadion Semarak Sawah Lebar;
2O4. lzin Pemakaian Geduns Pemuda dan Olahtagla;

151197

151198

151199

151200

151201
t5L202

151203
151204

d
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151205

151206

L572A7
151208

'"i" 
Pantai

Panjang Bengkulu;
za6.i;; pJmakJL iw" Terbuka Kawasan Sport

Center Sawah kbar Bengkulu;
2OT . izinPemakaian Lapangan Volly Sawah Lebar;

io*. lzia Pemakaian Lapangan Tenis;

Sekt"" Pendidikan dan Kebudayaan

1612A9

161210

t6L2LL

L6l2L2

a

2}g.lzis r*nyet@onal sekolah Luar

tsiasa FPO-SLB);
2lO.lrrn Operasinnal Peayeienggaraan Sekolah

Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan

Penyelenggaraan Sekolah

{SMK) Yang Diselenggsrakan

MasYarakat;
211. lzrn OPerasional

Menengah Kejuruan
MasYarakat;

212. lzirt Membanva Cagar Bud.aya Ke Luar Daerah

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUI{TI

Salinan sesuai dengan aslinYa

PII,KEPALA BIRO HUKUM

r/ E PA&&€$"QIAN DOKU MElqTASl.
-ffi,FE-YULUHAN HUKUM, tr

Nip.iozoa623 L992A2 1 OO3
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LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR t4 Tnfnurn *ol7
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN ]VO.'Y PERIZINAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

RINCIAN PEMBAGIAN URUSAN PERIZINAN DAN ]YO]YPERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI BENGKULU

1. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan non penzrnan I,
dibagi atas ;

A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan
urusan Kehutanan, Dukcapil, pemberdayaan Perempuan dan anak,
melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
Izin Pemungutan Hasil Bukan Kayu (IPHHBK);
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas
Produksi OMs sampai dengan Kurang dari 6.OOOM3;

Izin Penyerupan/ Penyimpanan Karbon;
Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
Izin Usaha Pemanfaatan Air [UPA);
Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Alam {IUPHHKPHA);
Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan
Terdaftar;

B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan
urusan Penelitian dan Pengemballgan pendidikan, sosial dan
perpustakaan, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

1) Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
2l Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang:
3) Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
4l Rekomendasi lzin Penelitian;
5) Izin Penyelengaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (IPO-SLB);
6) lnn Operasional Penyelengaraan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Yang Diselengarakan MasYarakat;
7l lzin Operasional Penyelengaraafl Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) Yang Diselengarakan Masyarakat;
8) Izin Orang T\ra Angkat Untuk Pengangkatan Antar WNI Dan

Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua T\rnggal;

1)

2l
s)
4',1

5)

6)
7l
8)
e)

10)

trM
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C. Kepala Seksi administrasi pelayanan penzinan dan non perizinan
urusan Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Kearsipan, Pemberdayaan
Masyarakat Desa, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

U Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
2l Izin lingkungan;
3) Izin Pengelolaan Lirnbah 83;
4l Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
5) lzt1, Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
6) Perpanjangan Pengesahan Rerrcana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (RPTKA);
7l Perpanjanganlnn Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing {IMTA);
8) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP);

9) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ( PPKB);
10) Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PI{WT); 

-11i Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa PekerjalBuruh;
LZl Izin Pesawat UaP;
13) Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan;
14i pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi;
15) Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut;
16i fengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Alarm Kebakaran

Autornatik;
LTI Pengesahan Penggunaan Intalasi Proteksi Kebakaran Hydrant;
18i Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaafl dan Pengujian

K3 Instalasi Listrik di Tempat Kerja;
19) Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksa€ul dan Pengujian

K3 Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
ZA', Surat keterangan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian

Syarat-syarat Keselamatan Dan Kesehatan Keda Lift Untuk
Pengangkutan Orang Dan Barang;

Zll Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Panitia
Keselamatan dan Kesehataa Kerja;

221 Pengujian Lingkungan Kerja;
231 Pemeriksaan Kesehatan Kerja;
24l Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang ke Luar Negeri;
25) Rekomendasi Peizinan Pendirian kmbaga Penyuluhan dan

Bimbingan Jabatan.

2. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan rwn pendrnan II,
dibagi atas ;

A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinarr
urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pangan, melayani
perizinan dan non perizinan Meliputi :

U Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan
Batubara);

2l lzrn Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha
Pertambangan Batu Bara) ;

g) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan
Mineral Logam);

4) Inn Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha
Pertambangan Mineral Logam);

5) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan
Mineral Non l.ogam dan Batuan];
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6l Inn Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha
Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);

7) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengolahan dan
Pemurnian Mineral dan Batubara (Usaha Pertambangan Produksi
Khusus);

8) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengang[<utan
Dan Penjualan Mineral dan Batubara {Usaha Pertambangan
Produksi Khusus);

9l Izin Pertambangan Ralyat (IPR) Untuk Pertambangan Logam dan
Batubara;

10) Izin Pertambangan Ralqyat (IPR) Untuk Pertambangan Non Logam
dan Batuan;

11) Izin Usaha Jasa Pertambangan IUJPI
12) Surat Keterangan Terdaftar (SI(I);
13) Izin Operasi {2OO Ifl/A Ke Atas) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk Kepentingan Sendiri;
14) Surat Keterangan Terdaftar (25 -2OO I(VA) Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
15) IzLrr Usaha Peneyediaan Tenaga Listrik (Untuk Kepentingan

Umum);
16) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
171 Izin Usaha Pengusahaan/ Pemakaian Air Tanah;
18) Izin Usaha Pengeboran/ Penggalian Air Tanah;
19) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

B. Kepata Seksi administrasi pelayanan penztnan dan lwn pefizinart
urusan Perhubungan, Transmigrasi, Pariwisata dan Kesehatan,
melayani perizinan dan non periainan Meliputi :

U Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
2l Izin Usaha Jasa Pengurusan Depo Peti Kemas;
3) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
4l Izin Usaha Pelayaran Rakyat;
5) Izin Usaha Perusahaan Penyewaan Perlatan Angkutan [.aut;
6) Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
7l Izin Trayek AKDP Perpaqiangan (SK/KP);
S) Izin Trayek AKDP Karhr Pengarrasan (KP);
9) Izin Trayek Taksi yang Melintasi Wilayah Kabupaten/Kota;
10) Izin Trayek AKDP (Permohonan untuk Mendapatkan lnnl1'
11) lzin Trayek Angkutan Antar Jemput Antar Kota Dalam Provinsi

(AJDP);
12| IzinTrayek AKDP Perubahan;
13) Izin Usaha Angkutan Laut yang Beroperasi Lintas Kabupaten/Kota

dalam 1 ( Satu ) Provinsi;
L4l Izin Usaha Tally Mandiri;
15) Izin Pekerjaan Pengelolaan TUKS

Pengumpan Regional;
16) lrrn Pekerjaan Pengenrkan di

Pengumpan Regional;

di dalam DLIk/DLKp Pelabuhan

Wilayah Perairan Pelabuhan

LTI lnn Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan
Regional;

13) Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Ja,m Untuk Pelabuhan
Pengumpan Regional;

19) Izin Usaha Badan Usaha di Pelabuhan Pengumpan Regional;
2Ol Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional;
2Ll Izin Pembangunan Pelabuhan Regional;
221 Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas B;

fr/
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23)
24].
251
26l'
271
28)
zel

31)
32)

33)
34)

3s)

36)

38)

3e)
401
4Ll

43)
441

4s)

46J
47l.

Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas B;
Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;
Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;
Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;

lzim Perpanjangan operasional Rumah sakit umum Kelas B;

Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);

lztn Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan
Alamat/Pindah Lokasi;

30) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Nama
Usaha Atau Penanggung Jawab;
Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Badan
Hukum Penyalur Alat Kesehatan;
Izin CabangPenyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Pimpinan;
lzin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan
Penanggung Jawab Teknis;
Izin Cabang Perryalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Alamat
Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;
Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perluasan Kelompok
Produk AIat Kesehatan;

371 lzin Khusus Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sebagai

Distributor Narkotika;
Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas A/Utama yang Setara (Izin
Mendirikan D an lzin OPerasiontl} ;
Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
Rekomendasi Izin Industri Farmasi;
Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan Alamat Dan
Pindah Lokasi;

421 Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan PenanggUng
Jawab, Atau Nama Industri;
Rekomendasi Izin tndustri Obat Tradisional (IOT);

Rekomendasi lzrn Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk
Perubahan Alamat/ Pindah lokasi;
Rekomendasi lzin Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk
Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;
Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam {IEBA);
Rekomendasi Inn Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk
Perubahan Alamat/ Pindah Lokasi;

43) Rekomendasi lzin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk
Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;

491 Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan A;
50) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan B;
51) Rekomendasi lzin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan

Golongan, Penambahan Bentuk, Dan Jenis Sediaan;
52) Rekomendasi lnn Produksi Kosmetika Untuk Pindah

Alamat/Pindah Lokasi;
53) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Pembahan Nama

Direktur/Pengurus;
54) Rekomendasi lzin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan

Penanggung Jawab;
55) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Alamat

Dilokasi Yang Sama;
56) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Nama

Industri;
57) Rekomendasi Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT);
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621

63)

64l.

65)
66)

58) Rekomendasi Perpanjangan lzin Edar Alat Kesehatan Dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PI{RT};

59) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan
Kesehatan Rurnah Tangga (PK${T);

60) Rekomendasi Sertifikai-Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan
Kes,ehatan Rumah Tangga {PKRS) Untuk Perubahan Badan Usaha;

6U Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Nama Dan
Alamat Perusahaan;
Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan
Pemilik/ Pimpinan Perusahaan;
Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Klasifikasi;
Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Froduksi Alat Kesehatan
Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

Rekomendasi lzin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK}
Rekomendasi lnrr Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk
Perubahan Badan Hukum Perusahaan:

671 Rekomendasi lzin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk
Perubahan Pimpinan;

68) Rekomend.asi lzin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk
Perubahan Penanggung Jawab Teknis;

69) Rekomendasi lztn Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk
Perubahan Atramat Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;

TO) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perluasan
Kelompok Produk Alat Kesehatan;

7tl Rekornendasi lzin Pedagang Besar Farmasi {PBF};
T2l Penutupan/ Pencabutanlnr' Usaha Kecil ObatTradisional (UKOT);

73lt Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Farmasi;
T4l Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT);

75i Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Ekstrak Bahan Alam
(rEBA);

761 Rekomendasi Persetqjuan Pergantian Direktur/Ketua Pedagang
Besar Farmasi (PBF);

77) Rekomendasi Persehrjuan Pergantian Apoteker PenanggUng Jawab
Pedagang Besar Farmasi (PBF);

73) Rekomendasi Persetujuan Penambahan
Farmasi (PBF}

79ll Rekomendasi Persetqjuan Perubahan
Farmasi {PBF};

SO) Rekomendasi PenutupanlPencabutan lzin Penyalur Alat Kesehatan
(PAK);

8U Rekomendasi Penutupan/Pencabutan lzin Pedagang Besar
Farmasi (PBF);

82) Penutupan/ Pencabutan lzin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
33) Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
S4i PerJetujuan Pergantian Sementara Apoteker Penanggung Jawab

Pedagang Besar Farmasi (PBF);
BS) Persetujuan Pergantian Direktrrr/Ketua Pedagang Besar Farmasi

(PBF) Cabang;
86) Persetduan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang

Besar Farmasi FBF.I Cabang;
871 Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker PenanggUng Jawab

Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;

Gudang Pedagang Besar

Gudang Pedagang Besar
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83) Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang Besar
Cabang;

89) Persetr{uan Peruba}ran Gudang Pedagang Besar
Cabang;

90) Persetujuan Penyaluran Obat Dan/Atau Bahan Obat Pedagang
Besar Farmasi PBF.) Cabang Di Wilayah Provinsi Terdekat;

91) Penutupan/Pencabutan Inla Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Cabang;
g2l Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Penanggung
Jawab Teknis;

C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan lwn perizinan
urusall Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Pertanian,
Perternakan dan Perkebunan, melayani perizinan dan non perizinan
Meliputi :

U lzan Pengeluaran dan/atau Pemasukan Hewan/Bibit
Ternak/Ternak Antar Provinsi dan Pulau;

2l Surat Izin Perdagangan Minurnan Berakohol (SIUP-MB) Bagi Toko
Bebas Bea (TBB);

3) Surat Rekomendasi SIUP BahanBerbahaya (82) bagr Pengecer
Terdaftar (PT-B2[

4l Izin Peredaran Bahan BerbahaYa;
5) Surat Rekomendasi SIUP Minuman berAlkohol;
6) Angka Pengenal Impor Umum (API-U);
7l Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
8) Persetujuan Prinsip;
9l Izin Akta Pendirian Badan Koperasi;
10) lzrrr Dukungan (Rekomendasi) Untuk Usulan KSP/USP calon

Penerima dan Bergulir Dari Kementerian Negara dan UKM RI;
11) lnn Usaha Simpan Pinjam Unhrk Koperasi Dengan Wilayah

Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kata. Dalam I {satu)
Daerah Provinsi;

L2\ Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembarrtu Dan Kantor
Kas Koperasi Simpan Pinjarn Untuk Koperasi Dengan Wilayah
Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi;

13) Surat Dukungan (Rekomendasi) Untuk Mendapatkan Dan
Perkuatan Pada Koperasi Dari Kementerian Negara Dan UKM RI;

L4l lzin Usaha Perkebunan 0UP/IUP-B/IUP-P) Untuk Pemsahaan
Yang Berada di Lintas Wilayah;

15) Rekornendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan PembangUnan
Perkebunan Provinsi Dari Gubernur Untuk IUP/ruP-B/IUP-P yang
diterbitkan Oleh Bupati;

16) Persetujuan Gubernur Perubahan Lrras l"ahan Untuk Perusahaan
Yang Berada di Lintas T0tlilaYah;

LTI Persetqiuan Gubernur Perubahan Jenis Tanaman Untuk
Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;

18) Persetujuan Gubernur Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan
Hasil Unhrk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;

19) Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota Dalam l(satu) Daerah Provinsi;

Farmasi (PBFI

Farmasi (PBF)
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3. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perinnan dan non perizinan III,
dibagi atas ;

A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non per:tzinau.r

urusan kelautan perikanan, kebudayaan dan statistik, melayani
periztnan dan non perizrnan Meliputi :

1) Izin Budidaya Ikan Air Tawar;
2l Izin Budidaya Ikan Air PaYau;
3) Izin Budidaya Ikan Air Laut;
4l Surat Izin Usaha Perikanan {SIUP) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT

(Gross Tonage);
Surat Izin Penangkapan lkan (SIPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT
(Gross Tonage);
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKP$ Untuk Kapal Ukuran 5-
30 GT (Gross Tonage);
Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi;

B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan
urusan pekerjaan umum, penataan ru€Lng, perumahan ralqyat dan
kawasan permukiman melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

Izin atas Penyediaan Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan
Sumber Daya Air pada Sungai Kewenangan Provinsi;
lzin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau
Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan
Irigasi Primer dan Sekunder dalam daerah Irigasi lintas
Kabupaten/Kota dan daerah irigasi kewenangan Provinsi;
Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada
Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
Izin Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA)

Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
Izin Sewa Pakai Tanah (ISPQ;
Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran
Sungai;
Izin Galian
Nasional;
Izin Galian
Nasional;
Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan perscrmpahan lintas Kab. I
Kota daerah persampahan kewenangan Provinsi;
lzar, Laka;si Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Linglmngan siap
Bangun (Lisiba) lintas Kabupaten Kota Daerah atau kewenangan
Provinsi;
IzinPrinsip;
Izin Usaha/ lztn Usaha Perluasan;
Izin Kantor Per-wakilan Perusahaan Asing (KPPA);

C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan no/L perizinan
urusan Perindustrian, Kominfo, Kepemudaan dan olahraga, melayani
periztnan dan non perizinan Meliputi :

Izin Perseh4iuan Prinsip;
Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;
Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;
lzin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi Pabrik;

s)

6)

7l

u

2l

3)

4)

s)
6)

7l

8)

e)

10)

Kabel Optik yang terkena jalan Provinsi dan Jalan

Pipa PDAM yang terkena jalan Provinsi dan Jalan

11)
L2l
13)

1)
2l
3)
4)
s)
6)
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7l Izirr PemakaianLapangan Futsal Sport Center Pantai Paniang;
8) lztn Pemakataa Lapartgan Basket Sport Center Pantai Panjang;
9) Izin Pemakai an 1rglpangan Volly Sport Center Pantai Panjang;
10) Izin Pemakaian Plaza Terbuka Sport Center Pantai Panjang;
1U Izin Kontrak Auning Sebanyak 6 Buah;
L2\ $ewa Lahan dan Panggung Hiburari {Proses Perda};
13) Izin Pemakaian Stadion Semarak Sawah tebar;
14) Izin Pemakaian Gedung Pemuda dan Olahraga;
151 lzin Pemakaian Kolam Reaang Rafllesia Pantai Panjang Bengkulu;
16) Inn Pemakaian Plar-a Terbuka Kawasal Sport Center Sawah Lebar

Bengkulu;
171 Izin Pemakaian l,apangan Volly Sawah l,ebw;
181 Izin Pernakaian I"apangan Tenis;

GUBERNUR BENGKULU,

nd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PII.KEPAI,A BIRO HUKUM

y KEFAI,A tsAGIAN DOKUMENTASIIo-,, HAN1Y*'' f

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id

